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Abstract: Fintech, short for financial technology, bas brought significant changes to the
wuy we conduct fimancial transactions, aceess financal services, and manage personal
finances. Howeser, the rapid growth of Fintech bas alo created opportunities for illegal
pracisces i this sector. Im this abatract, we will divcxss the impact of illepal Fintech on the
economic level of socresy. Lilegal fimtech refers to illegal practices carried owt by companies or
indsvicuals operating in the Fintech sector without proper permits or regulation. The
negative impact of illegal Fintech can be seen from several perspectives. |llsgal practices
withsn the Fintech wector can bave a megative impact on the ecomomy a1 a whole, Thix can
reduce public confidence in the Fintech industry i gemeral and binder the growth of sectors
that actually have great potential to support economsc developavens. Iepal fintech often
targets peaple who do mor have adequate access to formal financial services. As a ressl,
adrvady vulnerable communities may becomve targets of these illegal practices und face higher
ki of exploitation and frusid. To overcome the impact of illegal Fintech on the economic
devel of seciedy, several actions can be taken including Theé govermment weeds to ingprove
the reguiatory framesenk and supervision of the Fimtech secter to redwce illegd practices
Fintech compantes must be granted proper bicenses and closely momitored o emsmre
compliance with applicable regulations. Puislic education and awareness abawt the rigks of
tllegal Fimtech is very ingportant. The pulsise reeds to be provided with sufficient information
on hew o identify illegal Fintech and repart it to the competent authorities.

Abstrak: Fintech, singkatan dari teknolog keuangan, relah membawa
perubahan signifikan dalam cara kit melakukan transaksi keuangan,
mengakses layanan keuangan, dan mengelols kevangan pribadi. Namun,
pertumbuhan pesar Fintech juga telsh menciptakan peluang bagi prakuk
ilegal di sektor i, Dalam abstrak ini, akan dibahas dampak Fintech ilegal
pada ungkat ekonomi masyarakat. Fintech illegal merujuk pada peakeik-
praktik ilegal yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang beroperasi
di sektor Fintech tanpa izin atau regulasi yang tepat. Dampak negatif Fintech
illegal dapat terdihat dan beberapa perspektif. Prakeik ilegal dalam scktor
Fintech dapat memberikan dampak negatf pada perckonomian secara
keseluruhan, Ini dapar mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap
industri Fintech secara umum dan menghambar pertumbuhan sektor yvang
scbenamya memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan
ekonomi. Fintech ilegal sering kali menyasar masyarakar yang tidak memiliki
akses yang memada ke layanan keuangan formal Akibatnya, masyarakar
yang sudah rentan dapat menjads sasaran praktik flegal ini dan menghadap
risiko lebih tngw terhadap cksploitasi dan pempuan. Untuk mengatasi
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dampak Fintech ilegal pada tingkat ckonomi masyarakat, beberapa nndakan
dapat dismbil disntaranya; Pemerintah perlu meningkatkan  kerangka

regulasi dan pengawasan rechadap sektor Fintech untuk mengurangi prakeik
ileggal. Perusahaan Fintech harus dibenkan izin yang tepat dan diawasi secara

ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap persturan yang berlaku
Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko Fintech ilegal sangat
penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai tentang cam
mengidentifikasi Fintech ilegal dan melaporkannya kepada otoritas yang
berwenang.

Kata kunci: Pencgakan Hukum, fintech illegal

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan (Fintech) welah mengubah lanskap industri keuangan
secara sygnifikan. Fintech telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke layanan
keuangan, mengurangi  ketergantungan pada  instirusi  keuangan tradisional, dan
memingkatkan inklusi keuangan di banyak negara. "Namun, di sisi lain, pertumbuhan
Fintech juga telah memunculkan praktik ilegal di scktor ini. Fantech sllegel merujuk pada
kegiatan atau praktik-praktik ilegal yang dilakukan olch perusahaan atau individu yang
beroperasi di sektor Fintech tanpa izin atau regulasi vang diperlukan. Praktik ilegal ini
meliputi penipuan, pencucian uang, pendanaan teroris, perdagangan gelap, dan kegiatan
tlegal lainnya yang dapat merugikan masyarakat secara finansial dan ekonomi. Dampak
Fintech illegal pada ungkat ekonomi masyarakat dapat sangat merugikan, baik bagi
individu maupun perckonomian secara keseluruhan.’

Fintech illegal dapat menycbabkan kerugian finansial bagi individu dan masyarakat
yang tertibat. Prakeik ilegal seperti penipuan atau investasi ilegal dapat mengakibatkan
kerugian besar bagi individu yang menjadi korban, Hal ini dapat mengurangi daya beli dan
menghambat pertumbuhan ckonomi. Keberadaan Fintech illegal dapar merusak citra dan
kepercayaan terhadap sektor Fintech secara keseluruhan. Hal ini dapat menghambat
pertumbuhan scktor Fintech legal yang sebenamya dapat memberikan kontribusi
signifikan tethadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Masyarakat
yang tidak memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal sering kali menjadi
sasaran Fintech illegal Praktik ilegal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan akses
keuangan, membatasi kesempatan ckonomi, dan meningkatkan ketimpangan sosial.
Pertumbuhan Fintech illegal juga dapat membawa risiko sistemik bagi perckonomian.
Prakik ilegal seperti pencucian vang dan pendanaan teroris dapat merusak integritas
sistem keuangan secara keseluruhan, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakar, dan
mengganggu stabilitas ckonomi. Praktik illegal dalam scktor Fintech dapar merusak

kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital secara umum. Masyarakat

! Abdullsh, A. Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta, JESI (Jumal
Ekonomi Syariah Indonesis) 11 No.2 (2021), him. 108114,

! Purwanto, cf al. Perkemnbangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku
Manajemen Keuangan di Masyarakat. Kompleksitas: Jurnal Timish Manajemen, Organisasi Dan Bisais, 11
No 1 (2022), him, 80-91,
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dapar menjadi skepus dan enggan menggunakan layanan Finwech legal, yang pada
gilirannya dapat menghambar pertumbuhan sektor Fintech secara keseluruhan.

Dalam rangka mengatasi dampak Fintech illegal pada tingkar ekonomi masyvarakar,
diperlukan kerjasama antara pemenntah, lembaga pengawas, dan industn Finrech.
Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efeknf, edukasi masyarakat, dan kolaborasi
antarpthak dapar membantu melindungl masyarakat dari Fintech illegal dan memastkan
pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam sekror Fintech. Dari latar belakang
diatas maka dapat diambil rumusan masalah; Bagaimana Menjalankan Bisnis Fintech di
Indonesia sccara Resmi® Fintech P2P Lending Dlegal Marak Beredar di Indonesia,
Bagaimana Penegakan Hukumnya?

PEMBAHASAN
Bagaimana Menjalankan Bisnis Fintech di Indonesia secara Resmi

Untuk menjalankan bisnis Fintech secara resmi di Indonesia, ada beberapa langkah dan
persvaratan yang perlu dipenuhi, Benkut adalah panduan umum untuk memulai bisnis
Fintech yang sah di Indonesia:’

1. ldennfikasi Jenis Layanan Fintech

Tentukan jenis layanan Fintech yang ingin Anda tawarkan Imi bisa berupa
platform pembayaran, pinjaman peer-to-peer, pembiayaan digital, asuransi
berbasis weknologl, atau jenis layanan Fintech lainnya.

2. Persiapan Rencana Bisnis
Buat rencana bisnis yang komprehensif yang mencakup strategi operasional,
keuangan, pemasaran, dan kepathan hukum. Rencana bisnis ini  harus
mencerminkan visi, misi, dan model bisnis yang jelas untuk bisnis Fintech.

3. Pendirian Perusahaan

Bentuk enttas hukum yang sesuai untuk bisnis Fintech, sepern perseroan terbatas
(PT) atau koperasi. Dalam hal ini, Anda perlu mengikun prosedur pendirian
perusahaan yang ditetapkan oleh hukum perusahaan Indonesia.

4. Izin dan Regulasi
Identfikasi izin dan regulasi yang diperlukan untuk operasional Fintech. Di

Indonesta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab
untuk mengawasi scktor keuangan, rermasuk Fintech. Anda perlu memenuhi

persyaratan dan mendapatkan izin yang relevan dard OJK sesuai dengan jenis
layanan Fintech yang Anda tawarkan.

5. Kepashan Hukum dan Perlindungan Konsumen

' Andalyani, et al, Peran Financal Technology schagni Aliernatf Permodalan bag UMEM & Desa
Kerinjing, Kabupaten Ogan [lir. Socommence: Journal of Srretaya Community Services 1 No, 2 (2020), 85
o
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Pastkan untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berdaku, termasuk
peraturan ant-pencucian uang, perlindungan data pribadi, dan perlindungan
konsumen. Anda harus memiliki kebijakan keamanan dan privasi yang kuat serta
mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil.

Sistem Teknologi dan Infrastruktur

Bangun sistem teknologi yang handal dan aman untuk mendukung operasional
bisnis Fintech. Pastikan bahwa infrastrukeur weknologi yang mampu mengatasi
volume transaksi yang tinggi, menjaga kecamanan data, dan memberikan
pengalaman pengguna yang baik.

Kolaborasi dan Kemitraan

Pertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan tradisional,
penyedia layanan pembayaran, atau mitra lain yang dapat memperkuat model
bisnis Fintech Anda. Kemitraan ini dapat membantu dalam pemenuhan
persyaratan  hukum, peningkatan kepercayaan, dan memperluas jangkauan
layanan,

Pelaporan dan Audit

Pastikan untuk melaporkan aktivitas bisnis dan keuangan Anda secara teratur
kepada otonitas yang berwenang dan mematuhi persyaratan pelaporan dan audit
yang berlaku. Dalam sctiap langkah di atas, penting untuk berkonsultasi dengan
profesional hukum atau ahli keuangan vang berpengalaman dalam industri Fintech
dan peraturan Indonesia. Mercka dapat memberikan panduan yang lebih rinci dan
spesifik sesuai dengan kebutuhan bisnis Fintech.

Penegakan Hukum Pada Fintech P2ZP Lending Ilegal Marak Beredar di Indonesia

Maraknya fintech peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indonesia memerlukan pencgakan
hukum yang tegas untuk melindungi masyarakat dari prakeik ilegal dan penyalahgunaan.

Berkut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap
fintech P2P lending ilegal di Indonesia

Idennfikasi dan Penyelidikan

Pemenntah dan lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Kevangan (O)K) dan
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bekerja sama untuk mengidentifikasi
platform fintech P2P lending ilegal vang beroperasi di Indonesia. Tim-tim khusus
dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap praktik ilegal ini.

Tindakan Hukum

Sctelah identifikasi dan penyelidikan, tindakan hukum diambil terhadap pelaku
fintech P2P lending ilegal. Pencgakan hukum dapat berupa penghentian

* Mauliza, et al. Pengaruh Pedindungan Duta Dan Cyber Secunty Terhadap Tingkat Kepercayaan

Menggunakan Fintech Masyarakat Di Sursbaya. SIBATIK JOURNAL: Jurnal limiah Bidang Sosial,
Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 1 No. 11 (2022), 24972516,
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operasional platform idegal, penangkapan dan penuntutan pelaku ilegal, sera
pembcekuan asct yang terkait dengan prakuik ilegal tersebut.
3. Kampanye Kesadaran Masyarakar
Selain penegakan hukum, kampanye kesadaran masyarakat dilakukan untuk
mengedukasi masyarakat tentang risiko dan bahaya penggunaan fintech P2P
lending ilegal. Pemenintah, lembaga pengawas, dan media memberikan informasi
yang jelas kepada masyarakat mengenai ciri-ciri fintech P2P lending ilegal dan
pentingnya menggunakan platform vang legal dan terdaftar,

4. Kolaborasi dengan Lembaga Kevangan dan Teknolog

Pemerintah dan lembaga pengawas bekerja sama dengan lembaga kevangan dan
teknologi yang sah untuk mengidentifikasi dan melaporkan fintech P2P lending
ilegal. Kolaborasi ini membantu dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang
diperlukan unruk penegakan hukum.

5. Perkuar Regulasi
Pemenntah meningkatkan regulasi dan  persyaratan untuk mendirikan dan

mengoperasikan  plufform  fintech P2P  lending Persyaratan vang lebih  ketat
diberlakukan untuk memasnkan hanya platform yang memenuhi  standar
keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen yang unggi yang ditzinkan
beroperasi.

6. Peran Lembaga Pengawas

OJK scbagai lembaga pengawas keuvangan memiliki peran penting  dalam
penegakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal. OJK memiliki wewenang
untuk membenkan peringatan, memblokir akses, atau mencabut izin operasional
bagi platform fintech P2P lending ilegal. Penting untuk mencatat bahwa
penegakan hukum terhadap fintech P2P lending ilegal adalah proses yang
berkelanjutan. "Pemerintah dan lembaga pengawas terus meningkatkan upaya
mercka dalam menangani prakok ilegal ini guna melindungi masyarakar dan
menjaga kestabilan sckror fintech di Indonesia. Masyarakat juga dapat berperan
akuf dengan melaporkan praktk ilegal yang mercka temui kepada otoritas yang
berwenang.

Berkaca dengan Pengawasan P2P Lending di Singapura, di Singapura, pengawasan
terhadap platform P2P lending dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS),
yaitu lembaga pengawas keuangan nasional di negara tersebut. MAS memiliki peran krusial
dalam memastkan keparuhan dan stabilitas sektor P2ZP lending di Singapura. "Berikut
adalah beberapa aspek pengawasan P2P lending di Singapura:

- Regulast dan Lisensi

* Maulara, et al. Fintech P2P Lending dan Pengardhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Indoncsia. Indoncsian Journal of Stratcgic Management 5 No 1 (2022)

* Fachrurrazy, et al Regulasi Dan Pengawasan Fintech Dh Indoncsis: Persfektlf Hukum Ekonom
Syarah. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hubkum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2 No. 2 (2020), 154171
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MAS memiliki peraturan yang mengatur operasional plarform P2P lending di Singapura.
Platform P2P lending harus memperoleh lisensi dari MAS untuk dapat beroperasi secara
legal. Prosedur lisensi melibatkan peninjauan ketat terhadap model bisnis, keuangan,
manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta persyaratan keamanan data dan
perlindungan konsumen.

- Persyaratan Keuangan dan Modal

MAS menetapkan persyaratan kevangan yang harus dipenuhi oleh platform P2P lending.
Platform tersebut harus memiliki modal yang memadai untuk memasdkan kelayakan
operasional dan penanganan nsiko yang cfekuf. Persyaratan modal bertujuan untuk
melindungi kepentingan peminjam dan investor.

- Perlindungan Konsumen

MAS memastikan adanya perlindungan konsumen yang memadai dalam layanan P2P
lending. Mercka menetapkan standar transparansi, integritas, dan perlindungan data yang
harus dipatuhi oleh platform P2P lending. MAS juga mendorong platform unruk
menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada peminjam dan investor, serta
memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efekuf.
- Manajemen Risiko

MAS mewajibkan platform P2P lending untuk memiliki kebijakan dan praktik manajemen
tisiko yang kuat Ini termasuk penilaian kredit yang cermar, diversifikasi porofolio
pinjaman, pengawasan kualitas pinjaman, dan midgasi nsiko terhadap kegagalan
pembayaran. MAS juga memantau kinefa portofolio pinjaman platform untuk
memastikan tingkat keberhasilan yang memadai.

- Pengawasan dan Audit

MAS melakukan pengawasan dan audit terhadap platform P2P lending secara berkala.
Mercka memernksa kepatuhan terhadap peraturan, keandalan sistem reknologi,
perlindungan data, serta pelaporan keuangan dan operasional. Audit ini bertujuan untuk
menjaga integritas sistem P2P lending dan mencegah potensi risiko yang dapat
mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.

- Sanksi dan Penegakan Hukum

Jika platform P2P lending melanggar peraturan atau gagal mematuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh MAS, mercka dapat dikenal sanksi administradf, sepert denda atau
pencabutan lisensi. Selain itu, MAS juga dapat melibatkan undakan penegakan hukum jika
terdapat pelanggaran yang lebih serius, Pengawasan yang ketat oleh MAS di Singapura
bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatwhan platform P2P lending,
melindungi kepentingan peminjam dan investor, serta menjaga integntas scktor keuangan
negara tersebut.

164 Dampak Fintech Iegaf dan Penagakan Hukumnya di Indonesia
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Pinjol llegal Beri Dampak Negatif dan Rusak Industri Fintech

Pinjaman online (Pinjol) ilegal memberikan dampak negatif dan merusak industri fintech
di beberapa cara berikut: Pinjol ilegal sering kali menerapkan suku bunga yang sangat
tinggi dan biaya tersembunyi yang tidak jelas kepada peminjam. "Praktik ini dapat
menyebabkan beban finansial yang berat bagi peminjam dan memperburuk masalah
kenangan mereka. Selain itu, praktik penagihan yang tidak adil dan agresif juga dapat
memberikan tekanan psikologis yang besar pada peminjam. Pinjol ilegal sering kah
mengpunakan praktk penagihan yang kasar, mengmtmidasi, dan melanggar privasi
peminjam. Mereka mungkin menggunakan ancaman, pelecchan verbal, atmu bahkan
pemerasan untuk memaksa peminjam membayar hutang mereka. Hal ini merusak reputasi
industn fintech secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan masvarakat terhadap
layanan pinjaman online. Pinjol ilegal ndak mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh
otoritas keuangan dan tdak menyediakan perlindungan yang memadai bagi konsumen.
Mereka dapat mengabaikan persyaratan lisensi, mengabaikan persyaratan keamanan data,
dan tidak memberikan transparansi yang cukup kepada peminjam. Ini berarti bahwa
peminjamn tidak memiliki pedindungan hukum yang memadai jika terjadi masalah atau
perselisihan.

Praktik pinjol ilegal dapat menggangpu stabilitas sekror keuangan secara
keseluruhan. Mercka mungkin ddak memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan
oleh otoritas keuangan, sepern persyaratan modal yang memadai. Hal im dapat
menyebabkan nsiko kebangkrutan, penipuan, atau pencucian uvang yang berdampak
negadf pada sistem keuangan sccara keseluruhan, Untuk melindungi industri fintech dan
masyarakat dart dampak negatf pinjol tlegal, perlu adanya tundakan yang tegas. Pemerintah
dan otoritas keuangan harus meningkatkan pengawasan, memberlakukan regulasi yang
ketat, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pinjol ilegal. *Selain itu, edukasi dan
kesadaran masyarakar tentang nisiko pinjol flegal juga penting agar mereka dapat
menghindari praknk ilegal dan memilih layanan pinjaman online yang legal dan terpercaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dampak fintech ilegal pada tingkat ckonomi masyarakat, dapat disimpulkan
bahwa praktik ilegal tersebut dapat menyebabkan kerugian dan masalah serivs bagi
masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa dampak negatf yang mungkin
terjadi adalah: Masyarakat vang menggunakan fintech ilegal rentan mengalami penipuan,
suku bunga vang tidak wajar, biaya tersembunyi, atau praktik penagihan yang tudak adil.
Hal ini dapat menyebabkan beban keuangan yang berat dan memperburuk kondisi
ckonomi individu dan rumah tangga. Fintech ilegal dapat mengganggu ckosistem
keuangan yang sehat dan stabil. Hal ini dapat menghambat akses keuangan yang aman dan
dapat dipercaya, menghambat pertumbuhan bisnis yang sah, dan menghambat investasi

* Nowviks, et al. Pinjaman Online Tegal Menjadi Bencana Sosial Bag Generast Milenial,
Management Studies and Entreprencurship Journal (MSEJ) 3 No 3 (2022), 11741192

¥ Wahyuni, et al. Prakiik Finansial Teknologt llegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari
Frika Bisnis. Jumal Pembangunan Hukum Indunesia 1 No. 3 (2019), 379-391.
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vang produknf. Akibamnya, perrumbuhan ckonomi secara keseluruhan dapat terhambar,
Prakuk fintech ilegal dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech
secara keseluruhan. Masyarakat mungkin menjadi skeptis dan enggan menggunakan
layanan fintech, termasuk yang legal dan sah. Hal ini dapat menghambat perkembangan
dan adopsi inovasi fintech yang sebenarnya dapat memberikan manfaat positif.

SARAN

Untuk mengatasi dampak fintech ilegal pada tingkat ckonomi masyarakat, beberapa saran
yang dapat diambil adalah: Pemenintah perfu memperkuat regulasi terkait fintech untuk
memastikan adanya standar yang jelas dan ketat bagi platform fintech yang beroperasi.
Regulasi yang kuat dapat membantu melindungi masyarakar, memastikan keparuhan
terhadap prinsip-prinsip keuangan yang schat, dan meningkatkan kepercayaan dalam
industri fintech, Diperlukan pencgakan hukum yang tegas terhadap praktik fintech ilegal.
Pemenntah dan lembaga pengawas perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum
untuk mengidentfikasi, menyelidiki, dan menghentikan operasi platform fintech ilegal.
Pelaku ilegal harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kampanye edukasi dan
kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang nsiko menggunakan fintech ilegal dan pentingnya menggunakan platform yang
legal dan terpercaya. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang ciri-cini fintech ilegal,
tanda peringatan, dan bagaimana melaporkan prakuk ilegal kepada otoritas yang
berwenang, Kerja sama antara pemernintah, lembaga pengawas, dan industri finrech adalah
kunes dalam mengatasi masalah fintech ilegal. Perlu ada dialog dan koordinasi yang baik
untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi, memperkuat pengawasan,
scrta mempromosikan prakuk yang bak dan keparuban terhadap peraturan, Dengan
tindakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pengawas,
industri fintech, dan masyarakat, dampak fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat
dapat dikurangi, schingga menciptakan lingkungan fintech vang lebih aman, adil, dan
berkelanjutan.
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ABSTRAK

l-'mli. singlatan dan teknolog) keuangan, telah membawa perubahan signifikan dalam cara
kita melakukan transaksi kevangan, mengakses layanan kevangan, dan mengelola keuangan
pribadi. Namun, pertembuhan pesat Fintech juga telah menciptakan peluang bagi prakaik ilegal
di sekror ini. Dalam abstrak ini, akan dibahas dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi
masyarakat. Fintech illegal merojuk poada prakiik-prakiik ilegal yang dilakukan oleh
perusahaan atau mdividu yang beropernsi di sektor Fintech tanpa ban atsu regulasi vang tepat.
Dampak negatif Fintech illegal dapat rerlihat dari beberpa perspeknfl. Prakuk ilegal dalam
sekior Fintech dapat memberikan dampak negatif pada perckonomian secars keseluruhan o
dapat mengumang) kepercayaan masyaraks tethadsp industri Fintech secars umum dan
menghambal pertumbuhan sckior yang schenarmya memiliki potensi k mendukung
perkembangan ckonomi. Fintech tlegal sering kali menyasar masyarakar yang tidak memiliki
akses yang memadai ke layanan kevangan formal. Akibatnya, masyarnkat yang sudah rentan
dupat menjadi sasaran praktik ilegal ini dan menghadapi risiko lebih tinggh terhadap elsplod s
dan penipuan. Untuk mengatasi dampak Fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarakat,
beberapa tindakan dapar diambil diantaranya; Pemenntah perlu meningkatkan kerangka
regulasi dan pengawasan terhadap sekior F wntuk mengumng: prakuk ilegal. Perusahaon
Fimech harus diberikan win yang tepat dan secara ketat untuk memastikan kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku Pendidikan dan kesadaran masyarakat testang risiko Fintech
ilegal sangat penting. Masyarakat perly diberikan informasi vang memodal lentang corn
mengidentifikasi Fintech ilegal dan melaporkannya kepada otoriins yang berwenang.

Katn Kunci: Pencgakan Hokum, Gntech illegal




ABSTRACT

Fintech. short for financial technology, hay browgle significant changes fo the way we condiet
fimancial ransactans, aveesy financial services, and minige personal Frances. However, the
raptal groowth of Finteoh bax alvo created opportunities for ilfegal proctices in this sector tn
this abstract, we will disvusa the impact of illegal Fintech on the ecvmomic level of socien:
Hlegal fimeck refers to Hlegal practices carried out by compunies or individheals operating in
the Fintech xecior without proger permits or regulation. The wegative impact of illegal Elgrech
van be seen from severul perspectives. llegal preciices within the Fintech secior mﬂ!:l
megative impact on the economy as a whide. This can reduce public confidence in the Finteoh
imdiesiry in general and hinder the growth of seciors that actwally have goeat potential to
suppont ecomimic development. [ilegal finrech ofien targets people whe do not have adeguate
aceesy 1o formal financiol seevices. As a et afready vilneruble comminities may become
targety of these llegal practioes and fuce higher ridcks of exploitation and frosd. To overcome
the impenct of illegal Fintech on the cconomic level of society, several actions can be taken
inclwdimg. The gevernment poedy 1o improve the regulatony fromeword amd supervision of the
Fimteoh sector to reduce illegal proctives. Fintech comparmics must be granted proper licenves
amd closely momitored 1o ensure complianoe with applicable regulations. Public idveation amd
awarenexs abour the risks of illegal Fintech i very importane. The public needs to be provided
sieh suffleiiont dnformation on how o ddentify leagal Fintech amd report it to the competent

dtnthorities,

Keywords: law enforcement, itlegal fimtech

PENDAHULUAN

Perkembangan teknolog hculls. (Fimtech) teluh mengubah  langkap indusin
keuangan secara signifikan. Fintech telah memberikan akses yang lebih mudaly dan cepat ke
layanan keuangan, mengurangi ketergantungan pada institust kewangan tradisional, dan
meningkatkan inkhisi keuangin di banyak negara. "Namun, di sisi lain, pertumbuhan Fintech
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juga telah memunculkan prakuk legal di scktor ini. Fimteoh ilfegod menajuk pada kegiatan atay
prakiik-praktik ilegal yang dilakukan olch perusshaan atau individu yang beropernsi di sekior
Fimtech tanpa wrin atau regulasi vang diperlukan. Praktik ilegal mi meliputi penipuan,
pencucian uang. pendanaan teroris, perdagangan gelap, dan kegiatan ilegal lannya yang dapat
merugikan masyarakat secumm finansial dan ekonomi. Dampak Fintech illegal pada tmgkst
ckonomi masyamkat dapat sanga merugikan, baik bagt individu maupun perckonomian sccars
keseluruhan.*

Fintech illegal dapat menychablan kerugian finansial bagi indvidu dan masyarakst
yang terlibat. Praktk ilegal seperth penipuan atau investasi ilegal dapat mengakibatkan
kerugian besar bagi individu vang menjadi korban. Hal ini dapat mengurangi dava beli dan
menghambat pertumbuhan chonomi. Keberadoan Fintech illegal dapal merusak citra dan
kepercaynan terhadap sckior Fintech secara han. Hal im dapat menghambat

pertumbuhan sektor Fintech legal yang sebenamya memberikan hllﬂl!lﬂn

memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan formal sering kali menjads sasaran Fntech
illegal, Pruktik ilegal ini dapst memperburuk ketidaksetaraan skscs keuangan, membatasi
kescmpatan ckonomi, den meninghatkan katimpangan sosial. Pertumbuhan Fintech illegal juga
dapat membawa risiko sistemik bagi perekonomian. Prakiik ilegal seperti pencucian uang dan
pendanaan terorts dopat merusak integritas sistem keuangan secar keseluruhun, menyehabkan
kerugian besar bagi masyarakat, dan menggongpu swbilites ckonoms. Prakuk ilegal dalam
sckior Fintech dapat merusok kepercaynan masyarakat terhadap layanan keuangan digital
secara umum. Masyarakat dapat menjadi skeptis don enggan menggunakan layanan Fintech
legal, vang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan sektor Fintech secara keseluruban,

Dalam rangka mengatas dampak Fintech illegal pada tingkat ckonomi masyarnkar,
diparlukan kerjusama antara pemernintah, lembaga pengawas, dan industri Fintech. Regulasi
yang kust. pencgakan hukum vang efekiif, edukosi masyamkat, dan kolabormst antarpihak
dapat membantu melindungi masyargkat dari Funech illegal dan memastikan periumbuhan
yang berkelanjutan dan inklusif dalam sekior Fintech, Dari latar belakang distas maka dapat

imuimhmmﬁmmmm
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' rumusan masalah; Bagsimana Menjalankan Bisnis Fintech di Indonesia secara Resmi?

P2P Lending llegal Marak Beredar di Indonesia, Bagaimana Pencgakan Hokumnya'

PEMBAHASAN

Bagaimana Menjalankan Bisnis Fintech di Indonesia secara Resmi

Untuk menjalankan bsnis Fintech secara resmi di Indonesia, ada beberapa langkah dan

persyaratan yang perlu dipenubi. Benkut adalah panduan umum untuk mermuslan bisnis Fintech
yany sah di Indonesia:’

b

ldennfikasi Jenis Lavanan Fintech

Tenukan jenis layanan Fintech vang ingin Anda tawarkan. Ini bisa berupa platform
pembayaran, pinjaman peer-to-peer, pembuyaan digital, asuransi berbasis teknologi,
sty jenis layanan Fintech lainmya,

Persiapan Rencana Bisnis

Buat rencana bisnis vang komprehensif vang mencakup strategi operasional, keuangan,
pemasarun. dan kepatuban hukum Rencana besnis i horus mencermunkan visi, misi,
dan model bisms yang jelas untuk bismis Fintech.

Pendiran Perusahaan

Benruk entitas hukum vang sesusi untuk bisnis Fintech, sepertl perseroan terbatas (PT)
stau koperasi. Dalam hal ini. Anda perlu mengikuti prosedur pendinan perusahasn yang
ditetapkan oleh hukum perusabaan Indonesia,

l#in dan Regulasi

Identifikasi izin dan regulasi vang diperluban untuk operasional Fintech DV Indoncsia,
(Onoritas Jasa Keusngan ((JK) adalah lembags yang beranggung jawab uniuk
memigawasi sekior kevangan, tlermasuk Fimiech. Anda perlu memenuhi persyamian dan
mendapatkan @n yang relevan dari OJK sesuai dengan jenis layanan Fintech yang
Anda twarkan,

chmu&m“iuhm dan Perlindungan Konsumen

Pastikan untuk mematubi semua ketentuan hukum vang berlaku, termasuk peraturan
anti-pencocian uang. perlindungan data pribadi. dan perlindungan konsumen. Anda

! Andaegaes, ot 8 Perae Feaeos Techeolagy sebags Alternati! Permodaisn bagi UMM o Dess ierinjing.
Eabupirten Dgan e Sicommence journal of Sriwijaya Community Sevices 1 No. 2 (2020], #5-92.




harus memiliki kebwjokan keamanan den privasi yang kuat serta mockanisme
penyelesaian sengheta yang transparan dan adil

fi. Sutem Teknolog dan Infrastruktur
Bangun sistem teknologi vang handal dan aman untuk mendukung operasional bisnis
Fintech. Pastikan bahwa infrastrukor teknologi vang mumpu mengatasi volume
transaksi yang tinggi, menjaga keamanan data, dan memberikan pengalaman pengguna
vany baik.

7. Kolaboras: dan Kemitraan
Pertimbanghan untuk menjalin kemmitraan dengan lembaga keuangan tradisional,
penyedia lavanan pembayaran, stau mitra lain vang dapat memperkuai model bisnis
Fintech Anda. Kemitraan ini dapat membaniu dalam pemenuhan persyaratan hulum,
peningkatan kepercayaan, dion memperluas jangkauan layanan.

& Pelaporan dan Audit
Pastikan untuk melaporkan aktivitas bisnis dan keuangan Anda secar teratur kepada
otoritas yang berwenang dan mematuhi persyaratan pelaporan dan audit vang bertaku
Dalam setiap langkah di atas. penting untuk berkonsultasi dengan profesional bukum
atau ahli kevangan yang berpengalaman dalsm indusiri Fintech dan  peraturan
Indonesia. Mercka dapat memberikan panduan vang lebib rinei dan spesifik sesuai
dengan kebutuhan bisnis Fintech.

o
Penegakan Hukum Pada Fintech P2P Lending Hegal Marak Beredar di Indonesia

2]

Maraknya finlech peer-to-peer (P2P) lending ilegal di Indomesia memeriukan
penegakan hukum yang tegas untuk melindungl masyarakat darl prakaik ilegal dan
penyalabgunaan * Berikut adalah beberapa langkah yvang dilaskukan dalam penegakun hukum
lerhadap fintech PP lending ilegal di Indonesia

. Identifikasi dan Penyelidikan

Pemerntah dan lembagn pengawas mpmlglh-hm{ﬂ-fHd-
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bekena sama imtuk mengidentifikass platform

‘u-lunallu-‘m Dian Cytser Seeunty Terhadap Tingat Kepercayasn Menggurshan
Fantech Maryarsiut (8 Sursbaya SIRATIN - jurnal Bmish Bidang Sostal, Elonomi, Rudaya, Trknekogi,
dan Pendiclilan 1 Mo 11 (MI22). 2437-2516




glmh P2P lending ilegal yang beroperasi di Indonesia. Tim-tim khusus dibentuk untuk
melakukan penyelidikan trerhadap praktik ilegal mi.

Tindakan Hukum

Setelah identifikasi dan penvelidikan, tindakan hukum diambil terhadap pelaku fintech
P2P lending ilegal. Penegakan hukum dapat berupa penghentian operasional platform
ilegal, penangkapan dan penuntutan pelaku ilegal, serta pembekuan aset vang terkait
dengan praktik ilegal tersebut,

3. Kampanye Kesadaran Masvamkat

e

Selain  penegakan  hukum, kampanye kesadarn  masyamkat  dilakukan  unnik
mengedukasi masyarakat tentang risiko dan bahaya penggunaan fintech P2P lending
tlegal. Pemerintah, lembaga pengawas, dan media memberikan informasi vang jelas
kepada masyarakal mengenn cin-ain finteeh P2P lending ilegal dan pentmgnya
menggunakan platform yang legal dan terdaftar.

4. Kolaborusi dengan Lembagn Keuingan dan Teknologi
Pemeriniah dan lembaga pengawias bekerjn sama dengan lembagn kevangan dan
teknologs yang sah untuk mengidentifikasi dan melaporkan fintech P2P lending ilegal.
Kolaborasi ini membaniu dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan
untuk penegakan hukum.

5. Perkuat Regulasi
Pemerintah - memmghatkan  regulasi  dan  persyarutan unuk menditikan  dan
mengoperusikan - platform  fintech P2P fending  Persyaratan  yang  lebibh ket
diberlakukan untuk memastikan hanya platform yang memenubi standar keamanan,
transparansi, dan perlindungan konsumen vang tinggi vang diizinkan beroperasi,

6. Peran Lembags Pengawas
OJK sebagai lembagn pengawas keuangan memilike peran penting dalam penegakan
hukum terhodap fintech P2P lending ilegal ©OJK memiliki wewenang untuk

memberikan peningaton, memblokir akses, atni mencabutl izin opernsional bagi
platform fintech P2P lending ilegal. Penting untuk mencatat bahwa penegakan hukum
terhadap fintech P2P lending ilegal adalah proses yang berkelanjutan. "Pemerintah dan
lembaga pengawas ferus meningkatkan upaya mereka dalam menangani praktik ilegal
i guna melindungl masyarnkat dan menjaga kestabilan sekior fintech di Indonesin

* Maulana, e H.gr.l PIP Lending dan Pengaruhmya Terhadap Pertumbuban Ekongmi indonesia, indonesian
lournal of Strategic Mankgement 5 No 1 [2022]




Masyarakat juga dapal berperan akiif dengan melaporkan prakiik ilegal yang mercka
e kepada olontas vang berwenang.

E-humn—mmma-m di Singapura, pengawasan
terhadap platform P2P lending dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yailu
lembaga pengawas kevangan nasional di negara tersebut. MAS memiliki peran krusial dalam
memastikan kepatuhan dan stabilitas scktor PIP lending di Singapura. "Berikut adalah
beberupa aspek pengawasan P2P lending di Singapura:

Regulasi dan Lisen

MAS memiliki peraturan ymng mengatur operasional platform P2P lending di
Singapura. Platform P2P lending harus memperoleh lisensi darl MAS untuk dapal
beroperasi secara legal. Prosedur lisensi melibatkan peninjauan ketat terhadap model
bisnis. keuangan, manajemen risiko. kepatuban terhadop persturan, seria persyaratan
keamanan data dan perlindungan konsumen,

Persyarmtan Keuangan dan Modal

MAS menctapkan persvoaratan keuangan vang harus dipenubi oleh platform P2P
lending. Platform terscbutl harus memilikd modal yang memadal untuk memastikan
kelayakan operasional dan penanganan risiko yang efekul. Persyaratan modal bertujuan
Perlindungan Konsumen

MAS memastikan adanya perlindungan konsumen yang memadai dolam loyvanan P2P
lending. Merekas menctapkan standar transparansi. imtegnitas. dan perlindungon data
yang harus dipatuhi oleh platform P2P lending. MAS juga mendorong platform untuk
menyvodiakan informasi vang jelas dan akurst kepada peminjam dan invesior, sena
mamniliki mekanisme penyclesaian senghets yang efckiif.

MAS mewajibkan platform P2P lending umuk memiliki kebijakan don praktik
manajemen nsiko yang kuat. [ni termasuk penilaian kredit yang cermat, diverafikasi
porofolio pinjaman, pengawasan kualits pinjaman. dun mitigasi nsiko terhadap
kegagolan pembayaran, MAS jugs memantau kinerja portofolio pinjaman platform
untuk memastikan ongiat keberhasilan vang memaddai.

¥ Fachrarrary, ot 8l blnnh-_ Fintech v indoneiia: Perieled Hukum Ekonomi Syariash, AL-
SYAKHSHITEAM Jurrad Hulm Eslusrga hiam dan Kemanusissn 2 Ne. 2 (2020, 154-171




- Pengawasan dan Audit

MAS melakukan pengawasan dan audit terhadop platform P2P lending sccara berkala,
Mercka memenksa kepatuhan terhadap peraturan. kcandalan sistem teknologi,
perlindungan data, serta pelaporan keuangan dan operasional. Audit mi bertujuan untuk
menjaga inlegritas sistem P2P lending dan mencegah potensi risiko vang dapat
mempenganihi stabilitas sckior keuangan.

Sanksi dan Penegakan Hukum

Jika platforin P2P lending melanggar peratran atau gagal mematuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh MAS, mereka dapat dikenmi sanksi administratif, seperti denda atay
pencabutan lisensl. Selain itu, MAS juga dapat melibatkan tindakan penegakan hukum
jika terdapat pelanpgaran yang lebih serivs Pengawasan vang ketat oleh MAS di
Singapurs berujuan untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan platform P2P
lending. melindungi kepentingan peminjam dan investor, seria menjagn intcgntas

sekior keuangan negara tersebut.

P.Illﬂmlﬂimm#'.ﬂlﬂlwﬂlﬂ

Pinjaman online (Pinjol) ilegal memberikan dampak negatif dan merusak industri fintech
di beberapa carn berikut: Pinjol ilegal sening kali menerapkan suku bunga yang sangat tinggi
dan binya tersembunyi vang tidak jelas kepada perninjam. "Prakik ini dapat menvebabkan
beban finansial yang berat hagi peminjam dan memperburuk masalab keuangan mereka. Selain
itu, prakiik penagihan vang tidak odil dan agresifl juga dapat memberikan tekanan psikologis
yang besar pada perminjam. Pinjol tlegal senng kuli menggunakan prakitk penoagiban yang
kasar. mengintimidas:, dan melanggar privas: peminjam. Mercka mungkin menggumakan
ancaman, pelecehan verbal, s bahkan pememsan untuk memaksa peminam membayar
hutang mercks. Hal ini merusak reputasi industri fintech secara keseluruhan dan mengurangi
kepercayaumn mosyarakst terhodop layonan pingoman onlime. Pinjol ilegal ndak memarulu
regulasi vang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan tidak menyedinkan perlindungan vang
memadai bagi konsumen. Mereka dapat mengabaikan persyaratan lisensi, mengabaikan
persyaratan keamanan data, dan tidak memberikan transparansi yang cukup kepada peminjam,

" Nowika, et al, !-wmmmmmm'mm Bagi Generasl Midenial Management Studies
aned Entrepreneurship Journal (MSE] 3 No 3 (2022), 1174-1192.




Ini berasti bahwa peminjam tidak memniliki perlindungan hukum yang memadai jika tenadi
masalah atau perseliahan,

Prakuk pmpol egal dapat mengganggu stabilitas sekior keuangan sccam kescluruhan,
Mereka mungkin tidak memenuhi persyaratan kevangan yang  ditetapkan oleh  otoritos
keuangan, seperti persyaratan modal yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ristko
kebangkrutan, penipuan. stau pencucian uang yang berdampak negatif pada sistem keuangan
secara keseluruhan. Untuk melindungi industri fintech dan masyarakat dari dampak negatif
pinjol dlegal, perfu adanya tindakan yang tegas Pemennuah dan otoritas keuangan harus
meningkstkan pongawasan, memberlakukan regulasi vang ketat, dan memberikan sanksi yang
tegas terhadap pinjol ilegal. "Selain itu, edubasi dan kesadaran masyamkat temang risiko pinjol
ilegal juga penting agar mercka dapat menghindari praktik ilegal dan memilih layanan
pinjaman online yang legal dan terpercaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dampak  fintech ilegal pada tingkat ckonomi  masvaralkal  dapat
disimpulkan hahwa prakiik ilegal tersebut dapat menvebablan kerugian dan masalah serius
bag: masyarakat dan ckonomi secara kescluruhan. Beberapa dampak neganl vang mulikin
terjadh adalah: Mesyamkat vang menggunakan fintech ilegal renton mengalami penipuan, suky
bunga yang tidak wajar, biayn tersembunyi, atau praktik penagihan yang tidak adil Hal i
dapat menyebabkan beban kevangan yang berat dan memperburuk kondisi ekonomi individu
dan rumah tangga. Finiech ilegal dapat mengganggu chosistern keuangan yang schat dan stabil.
Hal imi dapat menghambat akses keuangan yang aman dan dapat dipercaya. menghambat
periumbuban bisnis yang sah, dan menghambai mvestasi yang produktif. Akibatoya,
pertumbuban  chonomi secara kescluruhan dapat terhambal, Praktik fintech ilegal dapa
merusak bepercayaan masvarakat verhadap indusiri fintech secar keseluruhan. Masyaraka
mungkin menjadi skeptis dan enggan menggunakan lavanan fintech, termasuk yang legal dan
sah. Hal ini dapat menghambat perkembangan dan adopsi movas: fimech yang sebenamya
dapat memberikan manfaat positif.

'wmnu!-“mmﬁ-mmmmmmm
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SARAN

Untk mengatasi dampak fintech ilegal pada tingkat ekonomi masyarmkat, beberapa
saran yang dapai diambil adalah: Pemerintah periu memperkuat regulasi terkait fintech untuk
memastikan adanya standar yang jelas dan ketar boagi platform fintech yang beroperasi.
Regulasi yang kuat dapat membantu melindungi masyarakat, memastikan kepatuhan terhadap
prinsip-peinsip kevangan yang schat, dan meningkatkan kepercayaan dalam industri fintech.
Dipertukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik fintech ilegal. Pemenintah dan
lembagn pengawas periu bekerja sama dengan aparat penegak hukum ik mengidentifiknsi,
menyehidiki, dan menghentikan operasi plarform fintech ilegal, Pelaku ilegal hores dindili

i dengan ukom yang berlaku. Kampanyve edukasi dan kesadaran masyarakat perlu
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko menggunakan fintech

tlegal don pentingnya menggunakan platform yang legal dan terpercayva. Masyarakat perlu
diberikan informas: temang  ciniecin fintech dlegal. manda peringazn, dan  bagammana
melaporkan prakoik ilegal kepada otoritas yang berwenang Kerja sama antara pemerintah,
lembaga pengawas, dan industn fintech adalah kunci dalam mengatasi masalah fintech ilegal.
Perlu ada dialog dan koordinasi yang baik untuk mengidentifikasi dan mengatasi tntangan
vang dibadapi. memperkual pengawssan, scria mempromosikan praktik vang baik dan
kepatuhan terhadap peraturan. Dengan tindakan vang tepat dan koloborasi yang kuat antam
pemenntah, lembaga pengawas, industn fintech, dan masyarmkat, dompak fintech ilegal pada

tinghat ckonomi masyarakat dapat dikurangl, schinggs menciptakan linghungan fintech yang
lebih aman, adil, dan berkelanjutan
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